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PERATURAN DESA SUMBERBENDO

NOMOR :¢ § TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERBENDO

Menimbang :a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Maka

Kepala Desa Membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu membuat Rancangan Peraturan Desa

Sumberbendo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa  Timur
(diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Nega1_~a
Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ; .

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem .Perencanaa.n
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik IndonCS}a
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

ia Nomor 4421);

6. {Inr?g:gz-undang nomor )32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

f (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )

sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-.undang Nomor

12 Tahun2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah}ln 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844 );
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Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 ftentang Pembentukan
Peraturan — Perundang-undangan  (Lembaran — Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (entang Desa (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang  Dana
Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2015
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor
4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah  antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (ILembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
sbagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor 47
Tahun 2015 tetang Perubahan Peraturan Pemrintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksananaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yng
bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan
Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tetnag perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
berseumber dari dari APBN ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan
Transmigrasi Nomor S Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 ) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomam Pengelolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah di
rubah, terakhir dengan Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Thun 2011 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;

Peraturan Daerah Kabupatn Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tetang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015
tentang Desa ;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;

Peraturan Bupati Lamongan  Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ;
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25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa ;

26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman
teknis Pembentukan Peraturan Di Desa;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2022;

28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBENDO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERBENDO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
Pasal 1
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMBERBENDO Tahun Anggaran
2022 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan

a. PAD Rp. 50.000.000,0;

b. Pendapatan Transfer Rp 1.452.415.800,0;

c. Pendapatan lain-lain Rp. 21.414.900,0,-

Jumlah Pendapatan Rp. 1.523.830.700,-
2.Belanja

b. Bidang Penyvelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 513.516.700,0-

c. Bidang Pembangunan Rp. 654.914.000,0,-

d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. ,0;

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 20.800.000,0;

f. Bidang Tak Terduga /[ BLT Rp. 309.600.000,0-
Jumlah belanja Rp. 1.498.830.700,-
Surplus/Difisit Rp. -25.000.000,-

a. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 25.000.000,-

b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
-Penyetoran Modal Bumdes Rp.  25.000.000,0,-

Jumlah Pembiayaan Rp. 25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberbendo
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa
Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
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